


PIHAK KEDUA wajib melaksanakan diskusi/seminar bersama badan, dinas,

lnstansi terkait serta pihak lain yang berkompeten dan berhubungan dengan

pekerjaan pekerjaan ini"
pirtnx KEDUA bertanggung jawab atas kebenaran karya pekerjaan yang

dihasilkan dan Oeitiewili5an memperbaiki dan menyempurnakan

kesalahan/kekurangan yang' disampaikan peserta diskusi pada saat

disKusi/seminar dan Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Bappeda'

Pelaksanaan Pekeriaan dimaksud pada Ayat 1 dan 2 wajib diselesaikan oleh Pihak

r(edi"ra berdasarkan Proposal yang telal-r disepakati oleh kedua belah pihak dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini ;

Pasal 3
DASAR PELAKSANAAN

1 Pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini didasarkan pada :

a). peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;
b) Nota kesepakatan dan Kesepahaman antara Pemerintah Kota Blitar dengan

Universrtas Brawijaya Malang, Nomor: 03 Tahun 2016 dan

Nomor: 1 8.1 .47lUN 32tDNl2O16 tanggal 1B Januari 2a16;

c) Naskah Kesepakatan Antara aap[JOa Kota Blitar Dengan LP2M Universitas

Negeri Malang, Nomor: 074t113t410.2A2.112016 dan

Nomor: I 8.2.2/UN32,.14tLT t2016 tanggal 18 Pebruari 2016;

d). Surat Kepala Bappeda Kota Blitar t,tomor: 050/1 14t410.202.112016 tanggal 19

Pebruari 2016 perihal Penawaran Pelaksanaan Pekerjaan;
e) Surat Ketua LP2M Universitas Negeri Malang

Nomor: 29.2,12lUN32/PI\A12016 tanggal 23 Pebruari 2016 perihal Kesanggupan

lVlelaksanakan Pekerjaan;
f) Keputusan Pengguna Anggaran pada Bappeda Kota Blitar

Nonror : 188.4/354tfuA.20212A16 tanggal 11 Maret 2016 tentang Penetapan

Petaksana Kegiatan/Pekarjaan Swakeloli Non Swadana Kegiatan Penyusunan

Kajian Pemetaan kondisi SMP Kota Blitar.

't). t\panila tidak terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan yang.lain,

maka masing-masing mempunyai kekuatan hukum dengan urutan sebagai berikut:
a) Surat Perjanjian Kerjasama;
b). Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)iTerm Of Reference (TOR);

c) Surat Kesanggupan Pelaksanaan Swakelola;
d). Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

(1) Penyusunan Kajian Pemetaan Kondisi SMP Kota Blitar sebagaimana dimaksud

Pasal 1 dilaksanakan dalam jangka waktu 150 (seratus lima p,uluh) hari kalender
dimulai sejak tanggal penandatangan Surat Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan
Pekerjaan/ Kegiatan Swakelola Non Swadana Kegiatan ini, atau tanggal 14 Maret
2-A16 harus sudah cJimulai dan harus sudah seleiai selambat-lambatnya tanggal
16 Agustus 2016, dengan hasil yang dapat diterima dengan baik dan disetujui oleh
Pihak Pertama',

(2) JangKa waktu pelaksanaan yang ditentukan pada ayat (1)dapat diperpanjang atas
persetuluan Pihak Pertama secara tertulis;

(3) Persetujuan Fihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayal(2) didasarkan pada:
- $urat permohonan perpanjangan jangka waktu pemutakhiran pelaksanaan

perrerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 yang diajukan oleh Pihak Kedua
$eheium langka waktu pelaksaan habis (Jatuh Tempo) dan,

- zuirsarr yang dapat dipertanggungawabkan oleh Pihak kedua yang dimuat pada
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Pasal 9

J ika terj ad i perser i,, nJ,E IL:lf iflt} [5,:i=fi:ll1],nu pada dasarnya akan
d iselesaikan secara musyawarah
Jika .perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan
diselesaikan oleh suatu panitia pendamai yang berfungsi sebagai mediator yang
dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, yang,teldiri dari :

Seorang wakil Pihak I sebagai anggota- $eorang wakil Pihak ll sebagai anggota
- Seorang wal<il Pihak lll yang ahli sebagai Ketua yang telah disetujui oleh kedua

belah pihak
Keputusan Panitia pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya
penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul secara bersama
Jika keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak dapat diterima
oleh kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan
Negeri di Blitar.

Pasal {0
LAIN - LAIN

Surat Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap sah setelah ditandatangani oleh
kedua belah pihak;
Biaya yang timbul akibat perjanjian ini termasuk meterai dan pajak-pajak
ditanggung oleh Pihak Kedua;
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekuranganlkesalahan dalam Surat
Perjanjian Kerja SufS ini sehingga mengahambat peliksanaan tugas, maka dapat
dibuat Surat Kuasa/ Pelimpahan kegiatan tambahan atas persetujuan kedua beiah
pihak yang pada d_asarnya tidak bertentangan dengan perjanjian ini ;
$urat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat Oan OitanOi tangani oleh kedua belah pihak
dalam rangkap 3 (tiga) pada lembar pertama dan kedua ditanda tangani diatas
rnaterai Rp" 6'000,00 oleh Pihak Pertama dan Pihak kedua, satu dipegang oleh
PihaK Perlama dan. satu dipegang oleh Pihak Kedua yang ma'sirig;asing
rnernpunyai kekuatan hukum yang sama .
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